
PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO 

P.ERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO 
NOMOR 14 TAHUN 2005 

TENTANG 

ANGGARAN PENDAP.ATAN DAN BEI.ANJA DAERAH 
TAHUN ANGGARAN 2006 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

W ALIKOTA MOJOKERTO 

Menimbang a. bahwa sesuai dcngan Arah Kcbijakan Umum AP.BO IICr1a Stratcgi dan 
Prioritu AP.BO yana telah dllepokati bonama IDlllnl Pomcrintah Kota 
Mojokerto denflllll Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah Kola Mojokerto peda 
tanggal IS September 2005 perlu menyusun Angpran Pendapatan dan 
Bclanja Dacrah Tabun Anggaran 2006; 

b. babwa Anggaran Pcndapatan dan Bclanja Daerah Kota Mojokcrto Tabun 
Angpran 2006 perlu ditetapkan deDflllll Peraturan Dacrah. 

Mengingat I. Undang-Undaag Nomor 17 Tabun 1950 tentang Pombcntukan Dacrah Kota 
Kecil dalam Lingkungan Propinsi JaW11 Timur/Jawa Tcngab/Jawa Barat; 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tabun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan 
(Lcmbaran Negara Tabun 1985 Nomor 68, Tambaban Lombaran Negara 
Nomor 3312); sebagaimana telah diubah dcngan Undang-undang Nomor 12 
Tabun 1994 (Lcmbaran Negara Tabun 1994 Nomor 62, Tambaban 
Lcmbaran Negara Nomor 3569); 

3. Undang-Undang Nomor 18 Tabun 1997 tentang Pajak Dacrah dan Retnbusi 
Dacrah (Lcmbaran Ncgara Tabun 1997 Nomor 41, Tambaban Lombaran 
Negara Nomor 3685) scbagaimana telah diubah dcngan Undang·Undang 
Nomor 34 Tabun 2000 (Lcmbaran Negara Tabun 2000 Nomor 246, 
Tambahan Lcmbaran Negara Nomor 4048); 

4. Undang·Undang Nomor 21 Tabun 1997 tcntang Bea Pcrolehan Hak Alas 
Tanab dan Bangunan (Lcmbaran Negara Tabun 1997 Nomor 44, Tambahan 
Lombaran Negara Nomor 36880 �.bagaim•na telah diubah dcngan Undang· 
Undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lcmbaran Negara Tabun 2000 Nomor 130, 
Tambaban Lombaran Negara Nomor 3988); 

S. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Pcnyclcnggaraan Negara 
yang Bcnih dan Bcbas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotismc (Lcmbaran 
Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tanm,han Lombaran Negara Nomor 3851); 



6. Unclang-Unclang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pcmbangunan 
Nasional (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lcmbaran 
Negara Nomor 3952); 

7. Unclang-Unclang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
(Lcmbaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lcmbaran Negara 
Nomor 4286); 

8. Unclang-Unclang Nomor I Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor S, Tambahan Lcmbaran Negara 
Nomor 4355); 

9. Unclang-Unclang Nomor JO Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 
Perunclang-unclangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan 
Lcmbaran Negara Nomor 4389); 

JO. Unclang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lcmbaran Negara 
Nomor 4437); 

11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 
Antara Pemerintah Pusat clan Pemerintah Daerah (Lcmbaran Negara Tahun 
2004 Nomor 126, Tambahan Lcmbaran Negara Nomor 4438); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas 
Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara 
Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lcmbaran Negara Nomor 3242); 

13. Pcraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan 
(Lernbaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lcmbaran Negara 
Nomor 4021) senbagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 157, 
Tarnbahan Lcmbaran Negara Nomor 4165); 

14. Peraturan Pemcrintah Nomor !OS Tahun 2000 tentang Pengelolaan clan 
Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 
Nomor 202, Tarnbahan Lcmbaran Negara Nomor 4022); 

IS. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah 
(Lernbaran Negara Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lcmbaran Negara 
Nomor 4024 ); 

16. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara 
Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 
209, Tambahan Lcmbaran Negara Nomor 4028); 

17. Peraturan Pemerintab Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan 
Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara 
Tahun 2000 Nomor 210, TambahanLcmbaran Negara Nomor 4028); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tarnbahan Lcmbaran Negara 
Nomor 4138); 



Menetapkan 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Rctribusi Daerah 
(Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4139); 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kcdudukan 
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan 
Lcmbaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dcngan 
Peraturan Pcmerintah Nomor 37 Tahun 200S (Lembaran Negara Tahun 
200S Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4S40); 

21. Keputusan Mcnteri Dala-n Negcri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman 
Pengurusan. Pertanggungjawaban dan Pengawasan Kcuangan Dacrah serta 
Tata Cara Pcnyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah, 
Pelaksanaan Tata Usaba Kcuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; • 

22. Peraturan Dacrah Kota Mojokerto Nomor 14 Tahun 2003 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Dacrah Tahun 2003 Nomor 4/E); 

Dengan Persctujuan Bersama 

DEW AN PERW AKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MOJOKERTO 
dan 

W ALIKOTA MOJOKERTO 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TENTANG ANGGARAN 
PENDAPAT AN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2006. 

Pasal 1 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 sebagai 
berilru: 

l. Pendapatan Rp 25S.830.370.300,00 
2. Belanja Rp 2S8.S78.232.600,00 

Surplus/Defisit Rp (2. 747.862.300,00) 

3. Pembiayaan 
a. Penerimaan Rp 4.000.000.000,00 
b. Pengeluaran Rp l.2S2.137. 700,00 

Rp 2.747.862.300,00 



Pasal 2 

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal I, ten:antum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini yang 
terdiri dari : 

I. Lampiran I 

2. Lampiran II 

3. Lampiran m 

4. Lampiran IV 

s. Lampiran v 

6. Lampiran VI 

7. Lampiran VII 

Ringkesan Anggami Pendapat•n dan Belanja Daerah; 

Rincian Anggami Pendapatan dan Belanja Daerah; 

Daftar Rekapitulasi APBD menurut Bidang 
Pemerintahan dan Unit Organisasi Perangkat Daerah; 

Daftar Jumlab Pegawai per golongan dan per jabatan; 

Daftar Piutang Daerab; 

Daftar Pinjaman Daerab; 

Daftar Investasi (Pcnyertaan Modal) Daerab. 

Pasal 3 

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian 
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

Pasal 4 

Sebagai landasan operasional peleksanaen, Walikota menctapkan Peraturan 
tentang Penjabaran Anggami Pendapatan dan Belanja Daerah 



Pasal S 

Peraturan Daerah ini mulai berlalru pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daeral, ini dengan penempatannya dalam Lembaran Dacrah Kota Mojokerto. 

Disahkan di Mojokerto 
Pada tanggal 27 Desember 2005 

WALIKOTA MOJOKERTO 

ltd 

Ir. H. ABDUL GANI SOEHARTONO,MM 

Diundangkan di Mojokerto 
Pada tanggal 27 Desember 2005 

Pit. SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO 

ud 

R. TONNY KEOSWORO S.H. 
Pembina Utama Muda 

NIP. 510 089 885 

LEM BARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2005 NOMOR 4 I A 



Salfnan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM, 

PUDJI HARDJONOj SH 
NIP. 1960072919850 1 007 
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